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BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR L{98 TAHUN 2019

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

BERAS SEJAHTERA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WAL] KOTA CIMAHI,

I a. bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial, serta
untuk mewujudkan kesejahteraal sosial bagi
seluruh ralq.at Indonesia berdasarkan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa sehubungan dengal masih adanya keluarga
tidak mampu/berpendapatar rendah yang belum
terakomodir dalam Program Bantuarl Pangan Non
Ttrnai yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat,
maka Pemerinta-h Daerah Kota Cimahi perlu untuk
memberika:r bantuan pal1ga.rl melalui program beras
sejahtera daerah kepada keluarga tidak mampu
tersebut;

c. bahwa di Kota Cimahi belum diatur tentarg
pelatsanaan bantuan parrgarr bagi keluarga tidak
mampu/berpendapatan rendah yang tidal<
terakomodir oleh Prog.am Bantuan Parrgarl Non
T\rnai;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Wa.1i Kota tentang Beras
Sejahtera Daerah;

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89,
Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4116) I

I
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Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ler:tar:g
Pemerintalnn Daerah (l€mbaran Negara. Republik
Indonesia Talun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undaflg Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahaa Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentarg Pemerintahar Daeral
(l€mbarar Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tamba.hal Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI TENTANG BERAS
SD.]AHTERA DAERAH,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaftsud dengaa :

1. Daerah Kota ada-lah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerair Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara

Pemeriltahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan
yalg menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah wali Kota Cimahi.
4. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindunga! Anak Kota Cimahi

5, Kecamata-n adalah Kecamatal dilingkup Pemerintah Daerah Kota
Cimahi.

6. Camat adalah Camat di lingkup Pemerintah Daerafr Kota Cimahi

7. Keluraharr adalatr Kelurahan dilingkup Pemerintah Daerah Kota Cimalei'

8. Lurah adalah Lurah di lingkup Pemerintah Daerah Kota Cimahi'

9. Beras Sejahtera Daerah adalah bantuan pal].gan berupa beras yang

diberikan kepada keluarga tidak mampu/berpendapatas renda-h yang
dibiayai melalui APBD Kota Cimahi

10. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut
Perum BULOG adalah lembaga pallgan yang mengurusi niaga beras dal
pangan lainnya.

11. Tim Beras Sejahtera Daerab ada.lah Tim Penyaluran Bafltuan Panga1
Daera]r Kota Cimahi.

12. Pelaksana Distribusi Bantuan Pangarr Daerah adalah Lumh yang
didukung oleh peralgkat Kelurahan yang ada dibawahnya serta
melibatkan unsur lembaga da'l1 unsur masyarakat di wilayah Kelurahan'

13. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM adalah
keluarga tidak rnampu/berpendapatan rendah yalg akan diberikan
ba'lltuarl par1gal berupa Beras Sejahtera Daera}I.
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14. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data
tentang nama, susunan darr hubungan dalam keluarga, serta identitas
anggota keluaJga.
Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTp, adalah identitas
resmi penduduk sebagai bukti diri ya-ng diterbitkan oleh Instansi
Pela,ksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Ahli Waris adalah anggota keluarga yang berhak rnenerima warisan
sebagaimana tercantum daIam Kartu Keluarga I{pM.
Musyawarah Kelurahan yang selarjutnya disebut Muskel adatah forum
pertemuan musyawarah di Kelurahan yang melibattan apa-rat
Kelurahan, kelompok masyarakat Kelurahan, tokoh masya.ral<at
Kelurahal, TKSK, dan Pekerja Sosial Kelurahan untuk menentukan
Daftar KPM Bantuan Parlgan Daerah Kota Cimahi.
Pagu Barltuafl Sosial Pangan Daerah adalah nilai barltuar1 atau jumlah
Bantuan Pangar yang dialokasikan bagi KPM.
Surat Permintaan Alokasi yang selaljutnya disingkat SPA adalall $urat
yang dibuat oleh WaIi Kota atau pejabat yal]g ditunjuk kepada Perum
BULOG berdasarkan a-lokasi pagu Bantuan Partgarl Daerah Kota Cimahi.
Titjk Distribusi yang selanjutnya disebut TD adatah fasilitas publik
sebagai tempat atau lokasi penyerahan bantuan pangat dari Pefum
BULOG kepada Pelaksana Distribusi di wilayah Kelurahan, atau lokasi
lain yang disepakati secara tertulis antara Pemerintah Daerah Kota
Cimahi dengan Perum BULOG.

21. Berita Acara Serah Terima adalah Berita Acara Serah Terima Beras
Sejahtera Daerah ber-upa Beras dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi
kepada keluarga penerima maniaat.
Pekeda Sosial Kelurahan yang selanjutnya disingkat Peksos adalah
Seseorang yarlg beke4a ditingkat Kelurahan yang memiliki kompetensi
darr profesi pekedaal sosial, dan kepedulial dalam pekeqaa:r sosial
yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau penga-lamal
praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan
dan penanganan masalah sosial.
Kai'tu Beras Sejahtera Daerah adalah Kartu yang diberikan kepada
warga Kota Cimahi yalg ditetapkan sebagai penerima Bafituarl Pargan
Daerah.
Beras premium adalah beras yang memiliki derajat sosoh mencapai 10O
persen. Derajat sosoh merupakal tingkat terlepasnya aleuron {kulit ari)
yang melapisi biji beras, memiiiki kadar air maksimal 14 7o (empat belas
persen), dan butir patah maksimal 15%o {lima belas persen).

BAB II
TATA CARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah melalui DINSOSP2KBP3A menyelenggarakan
Kegiatan Beras Sejahtera Daerah,
Beras Sejahtera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupaftan Bantuan Pangan Daerah yalg diberikal kepada KPM.

16.

17.

18.

19.

20.

22.

23.

24.

(1)

(2)
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(3)

14)

(1)

(21

P-enyaluran Bantuan Pangan Daerah sebagaimala dimaksud pada ayat
(2) dibantu oleh Perum BULOG.
Penyaluran Baltuan Pangarr Daerah yalg dibantu oleh perum BULOG
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkal
kesepakatan antara DINSOSP2KBP3A darr perum BULOG.

Bagian Kedua
Penyalural ke Kelurahan

Pasal 3

Penyaluran Bantuan Pangan Daeial' dimulai dari perum BULOG ke
Kelurahan.
Penyaluran Bantuan Pangan Daerah dari perum BULOG ke Kelurahan
sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dilakukan oleh perum BULOG
berdasarkal kesepakatat antara DINSOSP2KBP3A densan perum
BULOG,

Bagian Kefiga
Penyaluran kepada penerima

Pasa-l 4

(1) Penyaluran Barttuan Pangan Daerah dilakukan dengan
mendistribusikan beras dari Kelurahan kepada KPM.

{2) KPM sebagaimana dima&sud pada ayat (lt ditetapkan dengar Keputusan
Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan,

(3) DINSOSP2KBP3A harus memberikal Kartu Beras Sejahtera Daerah
kepada KPM yarrg telah ditetapkar dengan Keputusan Wali Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Kartu Beras Sejahtera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib di bawa oleh KPM pada saat penyaluran Bantuan Palrgarl Daerah.

(5) Dalam hal KPM meninggal dunia atau sakit, penyaluran Bantuan
Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat [4) KPM dapat
diwakilkal kepada Ahli Waris dengan menunjukkan dokumen yang sah.

(6) Dokumen yang sah sebagaimalla dimaksud pada ayat [5) yaitu:
a. Kartu Keluarga; dan
b. Surat Keterangan Sakit/Surat Kematian KPM.

(7J Selain menunjukkan dokumen yang sa}r sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), Ahli waris yang mewakili KPM yang telah meninggal durda
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menunjukkan Surat
Keterangan Waris.

(8) Penyaluran Ba.ntuan Pa]1ga]l Daerah kepada KPM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dil,akukan oteh Tim Penyaluran Beras Sejahtera
Daerah.

(9) Tim Penyaluran Beras Sejahtera Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(10) fim Penyaluran Beras Sejatrtera Daerah sebagaimala dimaftsud pada
avat lq) +ar.li; 'l.ri 

.

a. ketua;
b. sekretaris; dal
c. anggota.

(11) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a merupakan Kepala
DINSOSP2KBP3A.
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(12) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b merupakan
Kepala Bidang Sosial pada DINSOSP2KBP3A.

(13) Anggota sebagaimana dimaksud pad.a ayat (10) huruf c merupakan
unsur Perangkat Daerah terkait, Kecamatan, Kelurahan, lembaga
masyarakat, dan unsur masya-rakat.

(14) Tim Penyaluran Beras Sejahtera Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) mempunyai tugas melakukan :

a, koordinasi dalaln perencanaar;
b. penganggaral;
c. sosialisasi;
d. penyaluran bantual pangan;
e. monitoring;
f. evaluasi; dal
g. penargananpengaduan.

(15J Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Tim Penyaluran
Beras Sejahtera Daerah wajib melaporkan hasil pelaksanaar tugas
kepada Wa.li Kota melalui DINSOSP2KBP3A.

(16) Tim Penyaluran Beras Sejahtera Daerah dalam melal<sanakan
penyaluran ba]1tua]1 pangan sebagaimala dimaksud pada. ayat (14)
huruf d dibantu oleh Lurah beserta perangkat Kelurahan.

(17) Selain dibantu oleh Lurah beserta perargkat Kelurahar sebagaimana
dimaksud pada ayat (16), Tim Penyaluran Beras Sejahtera Daerah dalam
melaksanakan penyaluran harus melibat-kai unsur lembaga dan unsur
masyarakat di wilayah Kelurahan tersebut.

(18) Tim Penyaluran Beras Sejalrtera Daerah melakukal monitoring
sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf e dengan melakukal:
a. pengecekan terhadap kualitas dan kuantitas;
b- pemantauan persiapan penyaluran bantuar pangafr; daI]
c. pemantauan realisasi pelaksanaan penyaluran ba.rttua'Ir pangan.

(19) Pengecekan terhadap kuantitas dar1 kualitas beras sebagaimana
dimaksud pada ayat (18) huruf a dilakukarl berdasarkas peraturan
perundang-undallgarl.

(20) Tim Penyaluran Beras Sejaltera Daerah melakukan pengecekan
terhadap kualitas dan kuantitas sebagaimana dima-ksud pada ayat (18)
huruf a dengan cara mengambil sarrrpel di gudang sebelum dialgkut ke
15 flima belas) Kelurahan.

(21) Selain melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras sebelum
diangkut ke 15 (lima belas) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
{20), Tim Penyaluran Beras Seja}rtera Daerah juga melakukan
pengecekan sebelum beras diserah terimakan dengan DINSOSP2KBP3A.

(22) Dala]l] hal hasil pengecekan barltuarl pangan sebagaimala dimaksud
pada ayat (18) huruf a tidak memenuhi kriteria sesuai peraturan
perundasg-undangan, Tim Penyaluran Beras Sejahtera Daera-tr
memberikal rekomendasi kepada DINSOSP2KBP3A untuk menolak
Bantuan Palgan yalg akal diserahkan oleh Perum BULOG.

(23) Jika DINSOSP2KBP3A menolak barltuarl paJrgall yang akan diserahkan
oleh Perum BULOG sebagaimana dimal<sud pada ayat (22), maka Perum
BULOG wajib mengganti Barltua.n Palgan yang akarr diserahkal kepada
DINSOSP2KBP3A.

{24) Bentuk Kartu Beras Sejahtera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tercantum dalam lampiran ya11g merupakan bagian tidaft terpisahkart
dari Peraturar Wali Kota ini.
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(i)

(2j

(1)

(21

(4)

(s)

(2)

(3)

pasal 5

DINSOSP2KIIP3A memberikan Bantuan palgan Daerah
sebaryak 12 (dua belas) kali dalam 1 {satu) tahun.
Bantuan Parrgan Daerah yang diberikan kepada KPM
dimaksud pada ayat (1) berupa beras 9 {sembilan) kg

1/q^

kepada I(PM

sebagaimana
untuk setiap

(1)

(2)

(3)

pemDenan.
(3) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus beras kualitas Beras

Premium.

Pasal 6

Pemberiarr Bantuan Parrgar Daerah kepada KPM sebagaimana dimaksud
pada Pasal 5 ayat (1) dilengkapi dengan Bedta Aca-ra Sera] Terjma
antara DINSOSP2KBP3A dengar KPM.
Format penulisan Berita Aca.ra Serah Terima sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupaka_n bagian tidat
terpisahkan dari Peratural Wali Kota ini.

BAB III
PENANGANAN PENGADUAN

pasal7

Dalam hal Masyarakat dan/atau KPM ingtn mengadukan pelaksanaan
Program Bantuan Pangan Daerah, Masyarakat dan/atau KPM dapat
mengadukan kepada DINSOSP2KBP3A.
Masyarakat dan/ atau KPM melakukan pengaduan sebagaimala
dimalcsud pada ayat (1) dengar membuat pengaduan secara tertulis
kepada Tim Penyaluran Beras Sejahtera Daerah.
Pengaduan setragaimana dimaksud pada ayat (1) merupakal pengaduan
mengenai :

a. sasaran penerima; dan
b, kualitas bantuar pangan daefah;
c. kartu Beras Sejahtera Daerah KPM hilang.
Tim Penyaluran Beras Sejattera Daera-h menyampaikan pengaduan
sebagaimana dimaftsud pada ayat {1) kepada Kepala DINSOSP2KBP3A.
Selain menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Tim Penyaluran Beras Sejahtera Daerah harus menyampaikal hasil
lindak lanjut pengaduan oleh DINSOSP2KBP3A kepada Masyarakat
dan/atau KPM yang melakukal pengadual.

Pasal 8

Dalam hal KPM kehilangan kartu beras sejahtera daerah, KPM dapat
melaporkannya kepada DINSOSP2KBP3A melalui Tim Penyaluran Beras
Sejahtera Daerah.
Laporal kehiLalgan sebagaimana dimatsud pada ayat (1) dibuat teftulis
serta dilengkapi dengal dokumen pendukung.
Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu.
a. KTP; dan
b- surat kehilalgar dari Kepolisian.
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BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) DINSOSP2KBP3A wajib melaporkaa hasil monitodng dan evaluasi
pemberian Bantuan Pangal Daerah kepada WaIi Kota.

(2) Laporan hasil monitoring dal evaluasi pemberian Bantuan Pangari
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dengaar
tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi
pengawasan.

(3) l,aporan hasil monitoring darr evafuasi sebagaimala dimaksud pada ayat
(1) dibuat berdasarkan laporan dari Tim Penyaluran Beras Seja-htera
Daerah.

(4) Selain berdasarkal laporan dari Tim Penya_lurat Beras Sejahtera Daerah
sebagaimana dimalsud pada ayat {3), laporar dapat dilruat berdasarkal
hasil monitoring dan evaluasi yang dilalukar atas inisiatif
DINSOSP2KBP3A.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 10

Pendaraan Penyaluran Bantuan Palgarr Daerah bersumber dari :

a. APBD Kota Cimahi;
b. APBN; darlatau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1 1

Peratural Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkal.

Agar setiap orang mengetalruinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatarnya dalam Berita Daerah Kota Cimahi,

Ditetapkan di Cimahi

WALI KOTA C]MAITI,

Ttd.

AJAY MUHAMMAD PRIATNA
diundangkan di Cimahi
pada tanggal 22 Mo.ret ao 19

.\TATA WTKANTA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR t198


